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PUTUSAN
Nomor 157/Pdt.G/2017I/PA.Bjb
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.CA,
Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Tonhar
No0.66, RT.04/RW.01, Kelurahan Syamsudin Noor,
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. Sinar
Lestari, Pendidikan STA, tempat tinggal di Jalan
Tonhar No0.6,6 RT.04/RW.01, Kelurahan Syamsudin
Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06
April 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor
157/Pdt.G/2017/PA.Bjb, tanggal 06 Apri 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah
di Kota Banjarbaru pada tanggal 12 Maret 2015, yang tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor : -----------mmmnmn tertanggal 12 Maret 2015;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon
berstatus duda mati dan Termohon berstatus janda cerai dan hingga saat ini
antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
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3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah milk Pemohon di alamat Pemohon
sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan

belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan akan

tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut,
saling diam dan acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon tersebut disebabkan:

a. Termohon jarang sekali mau menerima pendapat serta nasehat
Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang rukun dan
harmonis;

b. Termohon selalu “pilih kasih” yakni membeda-bedakan perlakuan
terhadap anak Termohon dari pernikahan sebelumnya dengan anak
Pemohon dari pernikahan sebelumnya;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi
pada Februari 2017 berawal dari permasalahan perlakuan Termohon yang
kurang bagus terhadap anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya. Dan
semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
ranjang dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga saat ini hal tersebut
telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan

rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat

keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada
kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya

untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup

rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta
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mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon,
akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon
tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas, maka Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,
memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Banjarbaru;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar
berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada
dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon
tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
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permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;
Menimbang, bahwa untuk  menguatkan dalil-dalii permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ------------------- tanggal 12 Maret 2015
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan
Ulin, Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian
(nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014
serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;
A. Saksi
1. Agus Sriwuryanto bin Suharnes, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Jalan Tonhar, RT.04/RW.01, Kelurahan
Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak lebih 10 tahun
yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari
Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah Pemohon di Jalan Tonhar, Kelurahan Syamsudin Noor,
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis selama + 1 tahun, namun setelah itu antara
Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan
Termohon sering terjadi pertengkaran adalah karena masalah anak yakni
antara Termohon dan anak Pemohon yang terdahulu sering tidak akur
dan Termohon kurang mau memperhatikan anak Pemohon yang
terdahulu;
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- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah pisah
tempat tinggal sejak + 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman
bersama adalah Termohon;
- Bahwa kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama itu
adalah atas keinginannya sendiri;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling
mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa selama ini saksi pernah berupaya menasihati Pemohon
untuk rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras
ingin bercerai dengan Termohon;
1. Kuswanto bin M. Kusbini, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Jalan Tonhar, RT.04/RW.01, Kelurahan
Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak bertetangga dengan
Pemohon sejak lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Tonhar, Kelurahan
Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
rukun dan harmonis selama + 2 tahun, namun setelah itu antara
Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan
Termohon sering terjadi pertengkaran adalah karena masalah anak yakni
antara sejak awal menikah Termohon dan anak Pemohon yang terdahulu
sering tidak akur;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon
bertengkar dalam bentuk cek cok mulut lebih dari 5 kali;
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- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling
mengunjungi satu dengan yang lainnya;

- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan

Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi-
saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak
mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya
serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan
putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan
agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama
terakhir di wilayah Kota Banjarbaru, oleh karenanya mengingat ketentuan
mengenai Cerai Talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Cerai Talak

diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
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Termohon, maka permohonan Cerai Talak ini masuk sebagai wewenang relatif
Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang
pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin,
Kota Banjarbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio) sehingga
Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan
perceraian ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah)
adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu,
telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok
permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi 1 Pemohon tersebut relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok
permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri

sah namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan

rukun dan harmonis selama 6 bulan, akan tetapi setelah itu rumah

tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi

karena masalah anak Pemohon dari hasil perkawinan sebelumnya;
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Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan
rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta
hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu
sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun,
harmonis dan bahagia karena Pemohon dan Termohon telah hidup secara
pisah ranjang sekarang selama lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan
terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.
Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta
maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan
pernah menjadi kenyataan, justru kehidupan pekawinan itu akan menjadi
belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada
rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan
dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah
tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti
ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat
yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan
batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka
Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara
nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang
dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian
merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil norma
hukum Islam yang dijadikan landasan hukum dalam putusan ini sebagaimana
terkandung dalam:
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1. Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 227 sebagai berikut:
ol groww alll o6 3Mall lgo 52 0l
Artinya: Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Kitab Madaa Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:
o loioi o 3 Wall pll oMYl ,Lis| adg
cloo Vs gai Lgud gtis amy g paz gl 6Ll
Y T 2t 0 Su500 aszsill el uas ges
29l 3>l Gl aSxy of Lalize ] raiw)l
alasll zg, ol I3y asgall Gzl

Artinya: Artinya: Islam memilih lembaga talak, ketika rumah tangga sudah
dianggap guncang/tidak harmonis, nasehat dan perdamaian sudah
tidak bermanfaat lagi serta ikatan suami-isteri telah telah hilang (tanpa
ruh), karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu
suami atau isteri dengan penjara/belenggu yang berkepanjangan, dan
hal tersebut adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai
keadilan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19

huruf (fy Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum,
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oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan
memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami
sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis
Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon
terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu
raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj’i yang dijatuhkan
Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak rujuk kembali
dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i,
ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya
90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 153
ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqgarah ayat 227;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, diperintahkan untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Banjarbaru;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya’ban 1438 Hijriyah, oleh kami
ZULKIFLI, S.El sebagai Ketua Majelis, MOH. ANTON DWI PUTRA, S.H. dan
H. EDI HUDIATA, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
AGUSTIAN RAIHANI, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

MOH. ANTON DWI PUTRA, S.H. ZULKIFLI, S.EL
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Hakim Anggota,

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTIAN RAIHANI, S.H.l.

Perincian biaya perkara:
1. Pendaftaran : Rp  30.000,-

1. Proses : Rp  50.000,-

2. Panggilan : Rp 225.000,-

3. Redaksi : Rp 5.000,-

4, Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah d Rp 316.000,-
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